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SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB
KETUA: SUHARTOYO [00:44]

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 189 Tahun 2025 dibuka
dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk
kita sekalian. Diperkenalkan Pemohon Pak Viktor, silakan.

PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua,
salom.

Pada siang hari ini hadir saya sendiri, Prinsipal Victor Santoso
Tandiasa dan Kuasa Hukum Isam Saifuddin, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [01:25]
Baik, dari Kuasa DPR, silakan.
DPR: RIZKI EMIL [01:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb.

Dari Badan Keahlian DPR, hadir Rizki Emil Birham dan Ira Chandra
Puspita.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:42]
Baik, dari Kuasa Presiden, silakan.
PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

Dari Kuasa Presiden yang hadir dari Kementerian Keuangan:
Bapak Dr. Sugeng Apriyanto (Kepala Biro Advokasi Kementerian
Keuangan) dan Bapak Bagus Pinandoyo Basuki (Kepala Bagian Advokasi
V).



10.

11.

12.

13.

14.

Lalu kemudian dari Kementerian Hukum: hadir saya, Rahadhi Aji
(Kasubdit Politik dan Perekonomian) dan rekan saya, Tiopan Benny
Sitorus.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Baik, dari Pihak Terkait Mahkamah Agung.

PIHAK TERKAIT MA: DWI REZKI SRI ASTARINI [02:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, saya Dwi
Rezki Sri Astarini, beserta rekan saya Bapak Adji Prakoso, dan juga
Bapak Habli Robbi Taqiyya. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Baik, dari BPK, silakan.

PIHAK TERKAIT BPK: SUPRIYONOHADI [02:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir dari BPK, saya Supriyonohadi dengan Ibu Sarmauli Mutiara
Marpaung. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Baik, dari Kementerian BPN Bappenas.

PIHAK TERKAIT BAPPENAS: MIRNA SARASWATI [02:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat siang. Dari Bappenas hadir dari Biro Hukum, saya Mirna
Saraswati, beserta rekan-rekan. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [02:58]
Dari Peneliti Eksaminasi Hukum. Tidak hadir?

PIHAK TERKAIT PEHI: SYIFA KAFFAH [03:04]

Baik, Yang Mulia.



Pada siang hari ini, Tim Peneliti Eksaminasi Hukum hadir, Nelson
Kapoyos, Syifa Kaffah Ananda saya sendiri dan Alichia Faradillah selaku
Kuasa Hukum dari Tim Peneliti Eksaminasi Hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:17]

Baik, dari pengunjung hadir dari Mahasiswa Fakultas Hukum UGM,
selamat datang, dan dari BPK, 5 orang. Apa ini, suporternya BPK? Ya,
Pak?

Baik, agenda Persidangan pada siang hari ini seharusnya untuk
mendengar keterangan DPR, tapi DPR belum siap dengan
keterangannya. Oh, sorry. Mohon penundaan penyampaian Keterangan
Ahli DPR.

Kemudian dari Presiden, ahlinya keterangannya disampaikan tidak
tepat waktu, sehingga kami dari Majelis Hakim belum sempat
mempelajari keterangan Ahli karena diajukan melewati batas waktu,
seharusnya dua hari kerja selambat-lambatnya sebelum persidangan.

Oleh karena itu, Majelis Hakim belum bisa mendengar keterangan
ahli-ahli dimaksud yang seharusnya dua orang, ya, termasuk yang dari
DPR memang minta penundaan. Oleh karena itu, Majelis memberikan
waktu untuk penundaan persidangan ini di hari Selasa, tanggal 24
Februari 2025, pukul 10.00 WIB. Agendanya Mendengar Keterangan Ahli
dari DPR dan Ahli dari Presiden.

Terima kasih untuk semuanya dan mohon dimaklumi, Sidang
selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.36 WIB

Jakarta, 10 Februari 2026
PIt. Panitera,
Wiryanto
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